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BUPATI BOMB. .4

PROVINSI SULAWESI 7T ENCG{GATL A
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUINNC I,

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAEA ESA
BUPATI BOMBANA,

bahwauntuk melaksanakan ketentuan PFasal % PFeraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daeral Kabupaten
Bombana, perlu menetapkan Peraturarn Bupal: tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serte Tata
Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bombzna.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2(C11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undarngaa lLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 DNomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iridcaesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenting Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembarar. Negore. Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reoublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarwn Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberzn Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5¢&, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noraorl& Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negzara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tamb:han lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5837);



netapkan

6.

Peraturan Daerah KabupatenBombana Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunzn Perar gket Daerah
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah <abupaten

Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA kKEkJA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

10.

1

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Bombana.

Bupati adalah Bupati Bombana.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerali Kabupaten
Bombana.

Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Beimbana.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnye. disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasion:l dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Jabatan fungsional adalah jabatan fungsioral diingkungan
Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaar pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan peryelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk melindung, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masya akat

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daeral.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesua: dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

BAB 11
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pertanian diwadahi dalam bentuk dinas.



Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Dacrah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bombar a.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerzh

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaks.cd dalam
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
(2) Penentuan tipe Dinas Pertanian Kabup:tea Bombana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil

pengukuran intensitas penyeleriggaraan urusan
pemerintahan bidang pertanian.
(3) penentuan intensitas penyelenggaraat urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-
undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Pertanian Kabupaten Bombana merupa<an unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

(2) Dinas Pertanian Kabupaten Bombana dipuripin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daeral Kabupaten
Bombana.

Pasal 6

Dinas Pertanian Kabupaten Bombana mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
pertanian.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak:ud dalam
Pasal 6, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana,
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan
dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;

b. penyusunan programa penyuluhan pertaniar;

penataan prasarana pertanian;

pengawasan mutu dan peredaran benh  tanaman,

o
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benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
pengawasan sarana pertanian;
pembinaan produksi di bidang pertaniar;
pengendalian dan penanggulangan hama  penyakit
tanaman dan penyakit hewan;
pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil petenian;
penyelenggaraan penyuluhan pertanian,;
pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertenizun;
pemantauan dan evaluasi di bidang pertaniar;

. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan »leh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g H FET Py meg

Pasal 8
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimans dirnaksud
dalam Pasal 7, Dinas Pertanian Kabupaten Bornban: memiliki
kewenangan sebagai berikut :
a. penyusunan program dan pengendalian di bidang
pertanian;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertaniai;
c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan permasaran
tanaman pangan, hortikultura, peternakan,

d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang percanian,

e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengarn
kewenangannya;

f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian
Kabupaten;

g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanien intas
Kabupaten; dan

h. pemberdayaan sumberdaya pertanian dan mitra kerja di
bidang pertanian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupatcn Bombana,
terdiri atas :
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang prasasarana dan sarana;
d. bidang tanaman pangan dan hortikulture
e. bidang perkebunan;
f. bidang peternakan dan kesehatan hewan,
g. bidang penyuluhan;
h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertaniar Kabupaten
Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati .
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BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10
Kepala Dinas mempunyai tugas Membanu  Bupati
melaksanakan  urusan  pemerintahan  vang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuen di bidang

pertanian.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11
(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh unit kega di
lingkungan Dinas Pertanian.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yaag berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinzs.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

a. koordinasi penyusunan rencana, prograin, dan
anggaran di bidang produksi tanamen @ pangan,

hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan
hewan serta penyuluhan pertanian;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah
tanggaan, kerja sama, hubungan masyarzkat, arsip, dan
dokumentasi;

c. penataan organisasi dan tatalaksana;

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; da1

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh <epala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13
(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Umum;

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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Pasal 14
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempuryai tugas

melaksanakan Melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana, program, dan anggaran serta pemanteuan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang
pertanian.

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas rmclaksanakan
Melakukan urusan kepegawaiarn, tata usehe. rumah
tangga, kerjasama, kehumasan cdan proiokol serta
ketatalaksanaan.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarena

Pasal 15

(1) Bidang Prasarana dan Sarana mempuiy: @ tugas
melaksanakan Melaksanakan penyusunaa, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan
sarana pertanian.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepeala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana cirnaksud dalam
Pasal 15, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan
sarana pertanian;
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan
irigasi pertanian,;
d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupux, pestisida,
serta alat dan mesin pertanian;
pemberian bimbingan pembiayaan di bidang per:anian;
pemberian fasilitasi investasi di bidang pertarnian;
pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan
prasarana pertanian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5 @m0

Pasal 17

(1) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas
a. seksilahan dan irigasi;
b. seksi pupuk, pestisida dan alsintan; dan
c. seksi pembiayaan dan investasi;

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpun oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung je wab kepada
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 18
Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di
bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan meniparyai tugas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dean pemantauan
serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin
pertanian.
Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunya: tugas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
serta pemantauan dan evaluasi pembiayaan dan mvestasi
di bidang pertanian.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 19

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksarnaan kebijakan,
dan pemberian bimbingan teknis, serta pementauan dan
evaluasi di bidang tanaman pangan.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dpimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimagksud dalam
Pasal 19, Bidang Tanaman Pangan dan Horukultura
menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan kebijakan perbenihan, produksi,
perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
tanaman pangan,

perencanaan kebutuhan dan penvediaan Dbemb  di
bidang tanaman pangan;

pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang
tanaman pangan,;

pemberian bimbingan penerapan peningkatan
produksi di bidang tanaman pangan,;
pengendalian dan penanggulangar hama

penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak
perubahan iklim di bidang tanaman pangan;

pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

pemberian izin usaha/rekomendasi teknis ¢i  hidang
tanaman pangan;

pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pengan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olelh <epala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 21
(1) Bidang Perkebunan terdiri atas :
a. seksi perbenihan dan perlindungan;
b. seksi produksi; dan
c. seksi pengolahan dan pemasaran.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 22
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan merpunjai tugas
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan, dan pemberian bimbingan tcknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan
perlindungan perkebunan.

(2) Seksi Produksi mempunyai tugas Melakukan penyapan
bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, den peraberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi i bidang
produksi perkebunan.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas
Melakukan penyiapan bahan penyusunar kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan 1eknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang pengolshan dan
pemasaran hasil perkebunan.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hew:n

Pasal 23

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merr punyai tugas
melaksanakan Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan tcknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan
kesehatan hewan.

(2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewar cipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimsksud dalam
Pasal 23, Bidang Peternakan dan Keschatan Hewan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produks:, peternakan
dan kesehatan hewan, perlindungan serta
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. perencanaan kebutuhan dan penyediazn benih/bibit
ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan
ternak;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatar. produksi
ternak;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

pengendalian penyakit hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
pengawasan peredaran dan pengunaan serta

sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijjauan pakan
ternak, dan obat hewan;

pengawasan pemasukan dan pengeluarann 1ewan, dan
produk hewan;

pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis
kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahtercan hewan,
pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan,
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat verenner;
pemberian bimbingan pascapanen, pengolanan dan
pemasaran hasil di bidang peternakan;

pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan
kesehatan hewan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Penyuluhan terdiri atas :
a. seksi kelembagaan;

b. seksi ketenagaan; dan

c. seksi metode dan informasi.

seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin ol:h Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penyuluhan.

Pasal 26
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas Melakukan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang
kelembagaan penyuluhan pertanian.
Seksi Ketenagaan mempunyai tugas Melakukan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaar, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan cveluasi di
bidang ketenagaan penyuluhan pertanian
Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas Melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakar, pelaksanaan, dan
pemberian bimbingan teknis serta pemarntausan  dan
evaluasi di bidang metode, dan informasi penyuluhan
pertanian

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mclaksanakan
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang kezhliannye.
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Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimani. dimaksud
dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahlianny:.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanea dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsiona. sernior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(8) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimanea dinieksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bhaik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuen organisasi
dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengzan instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas rnasing-
masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal mauvpun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas polwok raasing-

masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisas: i lingkungan
Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan
melekat.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaar tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar~ mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuar perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 31
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingzn serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagizn KspalaSeksi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
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Pasal 33
Setiap laporan yang diterima oleh Kepalz Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai hanan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disarnpaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka peraberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal 36

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretars melakukan
tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pela<sana Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guria masing-
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintalk Kabupaten
dapatmen delegasikan kewenangan-kewenangin  tertentu

kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISAS] DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberheatan dalam
jabatan struktural dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten
Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupat: atas
usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombang merupakan
jabatan eselon IIb.

(4) Sekretaris lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bombana
merupakan jabatan eselon Illa.

(5) Kepala Bidang Dinas Pertanian Kabupaten Bombana
merupakan jabatan eselon IlIb.
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(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas
Pertanian Kabupaten Bombana merupakan jaraian eselon
IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dines Pertanian
Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretar's Daerah.

(8) Formasi dan  persyaratan jabatan  pada  Dinas
Kabupatenditetapkan dengan Peraturan ZHupati, sesuai
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 39
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peratiran Bupati
Bombana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tugzs, Fokok dan
Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkenunan dan
Holtikultura Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang

bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan cunyatakan
tidak berlaku.

Pasal 40
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuncangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pererupatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
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Diundangkan di Kendari
pada tanggal 27, 9eSempee 2016
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BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR : 2¢



VYNYHWOY 1LYdNdg id

WNNNWN NVIDOVE dNS

P S—

NVIVSVIWAJ | | i
ISYIWHOJ4NT NVA NVU NYHY TOONHd { NVIvevWad -} ! NVIVSYNAL m ISYLSHAN!
[ ] JAQOLIN ISMHS 1 LHEAVINSEN iSMES | | NYUNVHVIOONAD f f NYQNVHVIOONAd 7 NV(Q NVVAVIHEWHE "
“ w m m 15145 “ ” 1545 b. ” ISYES
[
NISHN NV
NVVOVNALAA ] NVMAH Is¥naodad | | 1S3NA0Ad - LVIV ‘VAISILSEd | |
ISMAS NVIVHASTN ISHES ISHMUS ISMAS MNdNd 1SMHAS
. NVONNANITIA NVONUNIT18Hd
1SMNAOAd

= - NVA NVHINZGJAd NVA NVHINGENEd | | ISVOIAII
s NVQ NVLIElENEg exas isas Nva VYT ISvEs [

VINLTLAMLIOH VNVAVS

NVM@H NVLIVHISEN
zﬁﬁﬂmm O NVNNgANIAd NVA NVONVd NVA VNVIVSVad
ONVAId ONVaIgd NVINVNV.L ONVAId ONVAId
ISVN'TVAE NVA
NVVNVONZ4Ed
NVIOVE gnS
| J
TTVNOISONNA
SVNIAd NVIVEVP YOdNOTAN
SIIV.LHANIAS

NVINVIJAd SVNIA ISVSINVOJO ANLINALS NVOVE

SVNIA VIVdd

_

VNVENOE NILVINEVI

9102 J2awv233( 2Z7
910 NNHVL 4&¢
VNVAINO4L ILVdNg NVANLVIdd -

TVDONVL
JONON

NVIIdNVT



